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1. Hukum positif Indonesia yang berbentuk Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata dianggap sudah cukup
mewujudkan kepastian hukum bagi anak khususnya anak yang menjadi
korban kekerasan, hanya saja melihat dari tata cara pelaksanaan dan
implementasinya didalam suatu masyarakat yang belum maksimal. Dalam
hal ini dikarenakan Undang-undang Perlindungan Anak lebih mengarah
kepada perlindungan anak yang telah menjadi korban, sehingga undang-
undang ini dianggap undang-undang yang dilematis apabila anak sebagai
korban dan anak sebagai pelaku. Keterbatasan sumber daya alam manusia
baik secara kuantitas maupun kualitas, juga dapat mempengaruhi
tercapainya perlindungan anak sebagai korban kekerasan yang tidak
maksimal.
2. Peran pendamping didalam membantu menyelesaikan masalah kekerasan
pada anak sangat diperlukan, hanya saja dalam pelaksanaannya peran
pendamping mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya sarana dan
prasarana pendukung dalam upaya perlindungan anak sebagai korban
kekerasan fisik, maka untuk itu perlu adanya fasilitas pendukung, fasilitas
pendukung tersebut harus berupa rumah perlindungan/selter yang dapat





perlindungan tersebut harus mampu memberikan pelayanan secara
maksimal untuk dapat melindungi dan memberikan tempat yang nyaman
bagi anak korban kekerasan fisik. Fasilitas pendukung lain yang harus
dimiliki ialah pada saat dalam proses hukum bagi anak korban kekerasan
yaitu perlunya ruang pemeriksaan yang dapat menciptakan suasana
kondusif bagi anak, dimana ruangan tersebut harus dipisahkan antara
ruang anak dengan ruang pemeriksaan lainnya yang biasa digunakan untuk
pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya agar tidak
mempengaruhi psikologis anak. Ruangan tersebut juga harus
bernuansakan anak-anak dan terasa nyaman serta familiar, sehingga
korban dapat beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan yang ada dan
pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak
seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti rumah sendiri.
B. SARAN
1. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak hendaknya dapat memberikan kepastian hukum dan
keadilan serta perlindungan hukum yang maksimal kepada korban
kekerasan khususnya anak, dengan adanya Undang-undang tersebut maka
masalah-masalah atau kasus yang terkait dengan kekerasan anak sebagai
korban maupun pelaku dapat lebih dimaksimalkan dalam hal
pemberlakuan dan kekuatan hukumnya serta dalam hal memberikan sanksi




2. Hendaknya semua permasalahan kekerasan anak yang termasuk dalam
delik biasa, harus diselesaikan melalui jalur hukum bukan dengan
musyawarah atau kekeluargaan, karena dengan diselesaikannya melalui
jalur hukum maka akan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan
agar dikemudian hari tidak melakukan dan/atau mengulangi kejahatannya
lagi. Hal ini juga dapat mengacu pada Konvensi Hak Anak (Convention on
the Right of the Children) yang intinya menekankan posisi anak sebagai
insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang
dimilikinya. Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan perlindungan
dan pemenuhan hak-hak anak, sebagai konsekuensi karena telah
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